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KEPUTUSAN BIIPATI KOTABARU
Nomor : 503/1278/PAUD-DPMP2TSP/2018

TEI{TANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PEI{DIDIKAhI ANAI( USIA DINI

BUPATI KOTABARU

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Sauan Pendidikan Nonformal
Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Perafuran Menteri Pendidikan dar Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 84 T'ahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Bupati Kotabanr Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non
Periziiran kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Djberikan Izln Operasirinal Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada :

3.

4.

Nama Lembaga / Yayasan

Nama Penanggung Jawab

Jabatan

Jenis Satuan PAUD

Alamat Satuan PAUD

Masa Berlaku Sampai Dengan

TK AISYIYAH BUSTANUL ATEFAL 2

NORSEHAN

KEPALAYAYASAN

TAMAN KANAK - KANAK

JL. BIMA RT. 02 DESA BA}IARU {.]-TARA KECAMATAN PI.JLAU

LAUT UTARA KABI.IPATEN KOTABARU

08 Agushrs 2018 S/D 07 Agustus 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan daa pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturau

perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila;

a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

4. Penutupan/ pencabulan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku '

5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabi-la terjadi perubahan satuaq PAUD
6. Perubahur satuan PAUD berupa perubahan ; Nama, Benruh Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalarn penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilalrukan perbaikan atau perubahan

sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabarl
Pada Tanqgal : 08 Agustus 2018
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